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ABSTRAK 

 

Maidelfian Putra Bakar, 15043088/2015. “Pengaruh Ukuran Pemerintah 

Daerah, Opini Audit, dan Leverage Terhadap Audit Delay (Studi Empiris 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2015-2017)”. Skripsi. Padang; Jurusan Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Padang. 

 

Pembimbing : Fefri Indra Arza, SE.,M.Sc.,Ak 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris Pengaruh Ukuran 

Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Leverage Terhadap Audit Delay. Penelitian ini 

tergolong penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausatif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2015-2017. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

metode total sampling, sehingga didapat sampel sebanyak 57 Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017. Jenis data 

yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) RI. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear 

berganda. 

 Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menggunakan program 

SPSS versi 20 dengan tingkat signifikansi 5%, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

(1) Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap audit delay dengan nilai 

koefisien β sebesar -2,967 dan nilai signifikansi 0,129 > 0,05, (2) Opini audit 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit delay dengan nilai koefisien β 

sebesar -17,563 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05, (3) Leverage tidak berpengaruh 

terhadap audit delay dengan nilai koefisien β sebesar 48,927 dan nilai signifikan 

0,560 > 0,05. 

 Implikasi dari penelitian memberikan bukti bahwa opini audit mempunyai 

pengaruh yang signifikan dalam mengurangi tenggang waktu audit delay. Hasil 

penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah bukan hanya 

pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat tetapi juga di seluruh indonesia agar 

berkurangnya kasus audit delay yang terjadi yang dapat merugikan pihak-pihak 

pengguna laporan keuangan pemerintah yang membutuhkan ketepatwaktuan 

penyampaian pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah. 

 

Kata Kunci : Audit Delay, Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit, Leverage 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses 

pengukuran dan penilaian kinerja suatu entitas. Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD) merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah 

daerah atas kinerja keuangannya terhadap masyarakat. Oleh karena itu 

dibutuhkan adanya sistem pelaporan yang baik dan berguna bagi masyarakat dan 

pemakai laporan keuangan lainnya. Seperti yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 (PP No. 71 Tahun 2010) 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menyatakan bahwa 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk 

memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dalam SAP 

juga dinyatakan bahwa laporan keungan pemerintah berperan sebagai wujud 

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan harus memenuhi 

karakteristik kualitatif. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

karakteristik kualitatif dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

terdiri dari relevan, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. 

Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut dapat digunakan untuk 

mengevaluasi peristiwa masa lalu dan dapat menegaskan atau memperbaiki 

harapan yang dibuat sebelumnya. Selain itu, agar relevan informasi harus 
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disajikan tepat waktu bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan 

kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil 

(timeliness). 

Ketika mengacu pada pelaporan keuangan perusahaan publik yang 

mempublikasikan laporan keuangannya secara tepat waktu, sudah seharusnya 

pelaporan keuangan pemerintah dapat melakukan hal yang sama atau bahkan 

lebih baik. Pelaporan dikatakan tepat waktu adalah ketika pelaporan tersebut 

disampaikan atau dipublikasikan pada saat yang tepat untuk memungkinkan para 

pengambil keputusan menggunakannya dalam membuat keputusan (Romney dan 

Steinbart, 2009 dalam Fabio Akbar, 2017). 

Menurut Gregory dan Van Horn (dalam Hilmi dan Ali, 2008), tepat waktu 

adalah kualitas ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan atau kualitas 

informasi yang baik dilihat dari segi waktu. Jadi, semakin cepat informasi 

laporan keuangan dipublikasikan ke publik, maka informasi tersebut semakin 

bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Dan sebaliknya jika terdapat penundaan 

yang tidak semestinya, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan 

relevansinya dalam hal pengambilan suatu keputusan. 

Menurut Mohamad (2012) dalam Muladi (2014), pemerintah daerah 

berkewajiban untuk memastikan bahwa laporan keuangan mereka disajikan 

secara tepat waktu karena laporan keuangan tersebut merupakan suatu bentuk 

pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan dapat digunakan oleh 
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publik untuk mengevaluasi kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelola 

sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.  

Di Indonesia ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan daerah 

telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan UU RI No. 15 Tahun 

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

Peraturan tersebut menerangkan bahwa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir, kepala daerah wajib menyampaikan LKPD kepada BPK 

untuk dilakukan pemeriksaan dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah 

laporan tersebut diterima dari pemerintah daerah, BPK wajib menyampaikan 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut kepada DPRD, sehingga 

waktu maksimum untuk menghasilkan LKPD audited adalah lima bulan sejak 

tahun anggaran berakhir (Lase dan Sutaryo, 2014 dalam Rachmawi dkk, 2016). 

Audit delay merupakan keterlambatan penyampaian LHP kepada DPRD. 

Pemerintah daerah dan BPK harus melaksanakan tugasnya masing-masing dalam 

batas waktu yang telah ditentukan di atas dengan baik agar tidak terjadi audit 

delay, sehingga LHP dapat diserahkan pada DPRD secara tepat waktu. Carslaw 

dan Kaplan (1991) menjelaskan bahwa audit delay dapat dipengaruhi oleh dua 

hal, yaitu kapan audit dimulai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan audit tersebut. Kapan dimulainya audit tergantung kapan laporan 

keuangan diserahkan kepada auditor (BPK). Sehingga lamanya waktu 
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pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK dapat 

memengaruhi lamanya audit delay. 

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa audit delay memiliki peranan 

yang sangat penting dalam memengaruhi kinerja pemerintah dan kepentingan 

para pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk membuat 

keputusan. Namun, hingga saat sekarang ini di Indonesia penelitian mengenai 

audit delay di sektor pemerintah masih sedikit ditemukan. Penelitian audit delay 

sebelumnya lebih banyak dilakukan di sektor swasta, yaitu pada perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Muladi, 2014). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Muladi 

(2014), Siregar (2015) dan Akbar (2017). Berdasarkan penelitian Muladi (2014), 

pengujian secara statistik atas hipotesis menyimpulkan bahwa penggunaan 

aplikasi sistem informasi keuangan daerah, pengalaman pemerintah dalam 

menerapkan SAP, jumlah temuan audit dan jenis opini audit berpengaruh 

signifikan terhadap lamanya audit delay, penelitian ini dilakukan pada 

pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun anggaran 2010. Penelitian 

Siregar (2015) menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah memiliki 

pengaruh negatif terhadap audit delay, variabel nilai APBD memiliki pengaruh 

negatif terhadap audit delay dan variabel leverage memiliki pengaruh negatif 

terhadap audit delay. Penelitian ini meggunakan data sekunder dengan populasi 

seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota di DIY dan Jawa Tengah pada tahun 

anggaran 2011 dan 2012. Selanjutnya, penelitian Akbar (2017) menunjukkan 
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bahwa variabel ukuran pemerintah daerah dan opini audit berpengaruh negatif 

signifikan terhadap audit delay dan variabel leverage tidak berpengaruh terhadap 

audit delay. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

Kabupaten/Kota yang terdapat di Indonesia untuk tahun 2013 dan 2014. 

Karena terdapat perbedaan variabel, tahun anggaran, populasi penelitian 

antara beberapa penelitian sebelumnya ini yang menjadi bahan penelitian dan 

acuan penulis untuk meneliti mengenai permasalahan audit delay dengan lingkup 

yang lebih spesifik dan dikhususkan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera 

Barat dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Penelitian ini juga didukung oleh 

penelitian Akbar (2017) yang menyarankan penelitian selanjutnya untuk 

membagi/memisahkan wilayah-wilayah kabupaten/kota di Indonesia agar bisa 

diteliti lebih spesifik. 

Ukuran pemerintah dapat menunjukkan besar kecilnya suatu pemerintahan 

tersebut. Ukuran pemerintah dapat diukur salah satunya dengan menggunakan 

jumlah aset pemerintah daerah tersebut. Siregar (2015) menjelaskan bahwa 

pemerintahan yang memiliki aset yang lebih besar melaporkan lebih cepat 

dibandingkan dengan pemerintahan yang memiliki aset yang lebih kecil. Mereka 

beranggapan bahwa pemerintahan yang memiliki sumber daya atau aset yang 

besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi, 

sistem informasi yang lebih canggih, sistem pengendalian internal yang lebih 

kuat, adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan masyarakat yang 

memungkinkan pemerintahan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya 
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lebih cepat ke publik. Sehingga akan dapat berpengaruh terhadap lamanya audit 

delay.  

Pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) akan cenderung mengalami audit delay yang lebih pendek. Hal ini 

dikarenakan opini WTP dapat menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki 

salah saji materiil yang cenderung kecil dan dapat menjadi gambaran bahwa 

daerah tersebut memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Daerah yang 

memiliki tata kelola pemerintahan yang baik tentunya akan dapat menyusun 

laporan keuangannya dengan lebih cepat sehingga daerah tersebut akan lebih 

cepat dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK untuk diaudit. 

Semakin cepat daerah menyampaikan laporan keuangannya untuk diaudit maka 

audit delay yang terjadi juga akan semakin pendek (Hardini, 2015). Sedangkan 

opini non-WTP misalnya seperti WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dapat 

memperlama audit delay, sebagaimana menurut Payne dan Jensen (2002) 

menjelaskan bahwa qualified opinion (Wajar Dengan Pengecualian) 

mengindikasikan adanya tambahan prosedur yang dibutuhkan selama 

pelaksanaan audit yang akan meningkatkan lamanya audit delay. 

Leverage adalah pengukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka 

panjang. Pengukuran tingkat leverage biasanya menggunakan debt to total asset 

ratio. Debt to assets ratio pertama kali digunakan dalam penelitian audit delay 
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oleh Carslaw dan Kaplan (1991) dan Ardiati (2004) (dalam Siregar, 2015). 

Semakin tinggi tingkat leverage maka tingkat utang juga semakin tinggi. 

Semakin tinggi tingkat utang maka semakin banyak kreditor yang mengawasi 

kinerja pemerintahan sehingga pemerintahan akan lebih cepat untuk menyusun 

laporan keuangannya karena pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap 

dana yang diberikan oleh kreditor. Semakin cepat pemerintahan menyusun 

laporan keuangannya maka akan semakin cepat pula BPK dalam melaksanakan 

proses auditnya dan diduga dapat mengurangi audit delay. 

Berdasarkan pada pemaparan tersebut penulis bermaksud untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit 

dan Leverage terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017)”. 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menekan audit delay pada pemerintah 

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat sehingga ketepatwaktuan pelaporan 

keuangan daerah dapat ditingkatkan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

dapat memenuhi fungsinya dalam memberikan informasi yang bermanfaat 

kepada para penggunanya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dikemukakan penulis adalah: 

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh pada audit delay? 
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2. Apakah opini audit yang didapat pemerintah daerah berpengaruh pada audit 

delay? 

3. Apakah leverage berpengaruh pada audit delay? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk memperoleh bukti empiris terkait dengan : 

1. Pengaruh faktor ukuran pemerintah daerah terhadap audit delay. 

2. Pengaruh faktor opini audit yang di dapat pemerintah daerah terhadap audit 

delay. 

3. Pengaruh faktor leverage terhadap audit delay. 

D. Manfaat Penelitian   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis : penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis 

mengenai audit delay di sektor pemerintahan dan faktor-faktor yang dapat 

memengaruhinya. 

2. Bagi Akademisi : penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa 

bukti empiris mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit delay 

pada sektor pemerintahan, khususnya pemerintah daerah kabupaten/kota di 

Sumatera Barat. Faktor-faktor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

ukuran pemerintah daerah, opini auditor, dan leverage. 

3. Bagi Pemerintah Daerah : penelitian ini diharapkan memberikan pedoman 

dalam penyusunan LKPD yang dapat mempersingkat waktu penyerahan 
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LKPD kepada BPK RI, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan 

mencermati beberapa faktor yang dibahas dalam penelitian ini yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay sehingga penyampaian 

laporan keuangan dapat terlaksana tepat waktu. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan (agency theory) dikembangkan oleh Jensen dan Meckling 

(1976). Teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Teori 

keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi 

dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989 dalam Rachmawi, 2016). Pertama 

adalah masalah keagenan yang timbul pada saat (a) keinginan-keinginan atau 

tujuan-tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan dan (b) merupakan suatu hal 

yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang 

benar-benar dilakukan oleh agen. Permasalahannya adalah bahwa prinsipal tidak 

dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat. Kedua 

adalah masalah pembagian risiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen 

memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Dengan demikian, prinsipal dan 

agen mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda dikarenakan adanya 

perbedaan preferensi risiko. 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Rachmawi (2016) menjelaskan adanya 

asimetri informasi ini menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan oleh 

kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan pengendalian terhadap 

tindakan-tindakan agen, yaitu: 
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1. Moral Hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak 

melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja. 

2. Adverse selection, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat 

mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar 

didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai 

sebuah kelalaian dalam tugas. 

Teori keagenan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pemegang saham 

dan manajemen. Teori keagenan juga tidak hanya relevan dalam organisasi 

komersial. Hubungan yang dijelaskan dalam teori keagenan dapat terjadi pada 

berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan. Asumsi tentang 

sifat manusia, hubungan antar anggota organisasi, dan asimetri informasi juga 

relevan dalam teori keagenan pada organisasi pemerintahan. Dalam organisasi 

pemerintahan, publik adalah prinsipal. Dalam hal ini publik diwakili oleh dewan 

(DPRD), sedangkan pengelola atau manajemen adalah pemerintah (Siregar, 

2015). 

Menurut Lane (2003) dalam Abdullah dan Halim (2006) teori keagenan 

dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara 

demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Hal 

senada sebelumnya juga dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan 

konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. 

Selanjutnya Bergman dan Lane (1990) menyatakan bahwa hubungan prinsipal-

agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis 
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komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan kebijakan 

publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual, yakni informasi yang 

tidak simetris (asymmetric information), moral hazard, dan adverse selection 

(Abdullah dan Halim, 2006). 

Dalam kasus pemerintah daerah, DPRD memonitor pemerintahan yang 

dilakukan oleh gubernur, bupati, atau walikota. Prinsipal memonitor kerja agen 

agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien serta tercapainya 

akuntabilitas publik. Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik itu sendiri 

menjelaskan bahwa kewajiban agen untuk memberikan pertanggungjawaban, 

menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 

menjadi tanggungjawabnya kepada prinsipal yang memiliki hak untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks organisasi pemerintah, 

akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan 

kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

laporan tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu Akuntabilitas 

Vertikal (Vertical Accountability) yang merupakan pertanggungjawaban atas 

pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya 

pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, 

pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan 

pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR, dan Akuntabilitas 

Horizontal (Horizontal Accountability) yang merupakan pertanggungjawaban 

kepada DPRD dan masyarakat luas (Siregar, 2015).  
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Dalam penerapan teori keagenan, audit delay perlu diperhatikan. Audit delay 

mempunyai hubungan erat dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, 

karena manfaat informasi laporan keuangan menjadi kurang relevan bagi para 

pengguna apabila laporan tersebut tidak disampaikan secara tepat waktu. 

Informasi harus disajikan tepat waktu bagi pengambil keputusan sebelum mereka 

kehilangan kesempatan/kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang 

diambil (timeliness) (Ghozali dan Chariri, 2007 dalam Muladi, 2014).  

Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara informasi yang ingin 

disajikan dengan pelaporan, apabila informasi tersebut tidak disampaikan tepat 

waktu mengakibatkan berkurangnya nilai informasi yang disampaikan kepada 

prinsipal yang akan menimbulkan adanya asymmetric information. Asymmetric 

information merupakan salah satu elemen teori keagenan, dalam hal ini pihak 

agen lebih banyak mengetahui informasi internal secara detail dibandingkan 

pihak prinsipal yang hanya mengetahui informasi secara eksternal melalui hasil 

kinerja yang dibuat oleh agen. Oleh karena itu, hal ini memerlukan ketepatan 

waktu untuk mengurangi adanya ketidaksesuaian informasi (asymmetric 

information) antara pihak agen dengan pihak prinsipal, sehingga laporan 

keuangan dapat disampaikan secara transparan kepada prinsipal. 

2. Laporan keuangan 

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk informasi yang relevan 

mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas pada suatu periode 

dan disajikan secara terstruktur. Laporan keuangan disajikan dengan tujuan 
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memenuhi kebutuhan penggunanya agar dapat dijadikan pijakan dalam 

mengambil keputusan, dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen 

dalam mengelola entitas yang telah dipercayakan. 

Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa akuntansi sektor publik memiliki 

peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk 

pelaksanaan akuntabilitas publik. Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan 

keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja 

manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan 

merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk 

pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberikan 

informasi sebagai pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, dan sebagai 

bukti pertanggungjawaban pengelolaan, serta untuk memberi informasi yang 

digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyebutkan bahwa laporan keuangan 

pokok terdiri dari: 

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL). 

3) Neraca. 

4) Laporan Operasional (LO). 

5) Laporan Arus Kas (LAK). 

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). 

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
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Selain itu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) juga telah menetapkan 

karakteristik kualitatif yang diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah, 

yaitu: 

1. Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di 

dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, 

serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan 

demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan 

maksud penggunanya. Informasi yang relevan yaitu: 

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi 

ekspektasi mereka di masa lalu. 

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang 

akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 

c. Tepat waktu 

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan 

berguna dalam pengambilan keputusan. 

d. Lengkap 

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, 

mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi 
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pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi 

yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam 

laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam 

penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 

2. Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan 

dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat 

diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya 

tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat 

menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 

a. Penyajian jujur 

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya 

yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk 

disajikan. 

b. Dapat diverifikasi (verifiability) 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan 

apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, 

hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh. 

c. Netralitas 

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada 

kebutuhan pihak tertentu. 

3. Dapat dibandingkan 
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Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan 

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.  

4. Dapat dipahami 

 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 

batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki 

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas 

pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang 

dimaksud.  

 Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang 

berkualitas memiliki kandungan informasi dapat dipahami, relevan, dapat 

diandalkan, dan mempunyai daya banding. Karakteristik relevan di sini berarti 

laporan tersebut mampu mendeskripsikan kondisi keuangan perusahaan secara 

tepat waktu. Sebagaimana terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP, 2005) bahwa penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan 

akan berakibat pada hilangnya relevansi laporan keuangan. 

3. Audit Delay 

Audit delay adalah rentang waktu lamanya hari dalam menyelesaikan proses 

audit oleh auditor dari tanggal tutup buku pada tanggal 31 Desember sampai 

dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor (Carslaw dan Kaplan, 

1991). Hal senada juga dikatakan oleh Payne dan Jensen (2002) yang 



18 
 

 
 

mengatakan bahwa audit delay adalah rentang waktu antara akhir tahun buku 

pemerintah daerah dengan penyelesaian laporan audit keuangan. Halim (2000) 

juga mengatakan bahwa audit delay didefinisikan sebagai lamanya waktu 

penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga 

tanggal diterbitkannya laporan audit. 

Carslaw dan Kaplan (1991) mengemukakan bahwa audit delay dapat 

dipengaruhi oleh dua hal yaitu kapan audit dimulai dan berapa lama waktu yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan audit tersebut. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semakin lama pemerintah pusat atau pemerintah daerah menyerahkan 

laporan keuangannya kepada BPK dan kinerja yang kurang baik dari BPK, maka 

kemungkinan untuk muncul audit delay yang panjang semakin besar. 

Dyer dan Mc Hugh (1975) dalam Hilmi dan Ali (2008) menggunakan tiga 

kriteria keterlambatan pelaporan (audit delay) yaitu sebagai berikut: 

1. Preliminary lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan (31 

Desember) sampai penerimaam laporan akhir preliminary oleh bursa. Dalam 

konteks sektor publik berarti dari tanggal LK sampai tanggal penyerahan LK 

kepada BPK. 

2. Auditor’s report lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan 

(31 Desember) sampai tanggal laporan auditor ditandatangani. 

3. Total lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan (31 

Desember) sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa. 
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Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan UU No. 15 Tahun 2004 telah 

memisahkan dengan jelas antara jangka waktu penyampaian laporan keuangan 

dari Pemerintah Daerah kepada BPK dan jangka waktu pemeriksaan oleh BPK. 

Jangka waktu tersebut telah ditetapkan bahwa jangka waktu dalam penyampaian 

laporan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada BPK adalah 3 bulan setelah 

tahun anggaran berakhir dan jangka waktu pemeriksaan LKPD oleh BPK adalah 

2 bulan sejak LKPD tersebut diterima. Sehingga semakin lama pemerintah 

daerah menyerahkan laporan keuangannya kepada BPK dan semakin lama 

auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka semakin lama pula audit delay 

yang terjadi.  

Kedua hal tersebut menjadi penentu lamanya audit delay yang terjadi pada 

pelaporan keuangan pemerintah. Jika audit delay semakin lama, maka 

kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan semakin besar. 

Hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan berdasarkan 

informasi yang dipublikasikan. Setelah informasi yang relevan tersedia lebih 

cepat akan mampu meningkatkan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan 

dan kurangnya ketepatan waktu dapat mengurangi kegunaan dari informasi 

tersebut (Kieso, dkk. 2011 dalam Akbar, 2017). 

4. Ukuran Pemerintah Daerah 

Ukuran organisasi dapat menunjukkan besar kecilnya suatu organisasi 

tersebut. Menurut Hidayat dan Isroah (2016) nilai dari ukuran perusahaan dapat 

diperoleh dari total aset perusahaan karena nilai aset cenderung lebih stabil. Dyer 
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dan Mc Hugh dalam Hilmi dan Ali (2008) menjelaskan perusahaan yang 

memiliki sumber daya yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih 

banyak staf akuntansi, sistem informasi yang lebih canggih dan sistem 

pengendalian internal yang kuat serta adanya pengawasan dari investor, regulator 

dan sorotan masyarakat. Hal ini dapat dihubungkan dengan instansi pemerintah, 

ukuran pemerintah dapat digambarkan melalui besar kecilnya jumlah aset yang 

dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. 

Senada dengan hal di atas, Siregar (2015) mengatakan bahwa pemerintahan 

yang memiliki aset yang lebih besar melaporkan lebih cepat dibandingkan 

dengan pemerintahan yang memiliki aset yang lebih kecil. Mereka beranggapan 

bahwa pemerintahan yang memiliki sumber daya atau aset yang besar memiliki 

lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi, sistem informasi 

yang lebih canggih, sistem pengendalian internal yang lebih kuat, adanya 

pengawasan dari investor, regulator dan sorotan masyarakat yang memungkinkan 

pemerintahan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya lebih cepat ke 

publik. sehingga akan dapat berpengaruh terhadap lamanya audit delay.  

5. Opini Audit 

Opini audit merupakan tujuan utama dan hasil dari dilakukannya proses 

audit oleh auditor. Arens et al. dalam Tiono dan Yulius (2013) mengemukakan 

bahwa opini audit adalah pernyataan standar dari kesimpulan auditor yang 

didapatkan berdasarkan kesimpulan dari proses audit. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini audit adalah 

pernyataan profesional pemeriksa atas tingkat kewajaran informasi keuangan 

yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Tingkat kewajaran 

tersebut didasarkan pada kriteria: kesesuaian dengan standar akuntansi 

pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas ssstem pengendalian 

internal (Akbar, 2017). 

Tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Pasal 16 Ayat 

(1), terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK selaku auditor, yaitu: 

1) Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion). 

2) Opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion). 

3) Opini tidak wajar (adversed opinion). 

4) Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). 

Namun selain opini-opini di atas BPK juga memberikan opini lain yaitu opini 

wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Opini ini diberikan karena 

dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan 

dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa 

pengecualian atas laporannya. 

Hardini (2015) menjelaskan pemerintah daerah yang mendapatkan opini 

audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan cenderung mengalami audit delay 

yang lebih pendek. Hal ini dikarenakan opini WTP dapat menunjukkan bahwa 
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daerah tersebut memiliki salah saji materiil yang cenderung kecil dan dapat 

menjadi gambaran bahwa daerah tersebut memiliki tata kelola pemerintahan 

yang baik. Daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik tentunya 

akan dapat menyusun laporan keuangannya dengan lebih cepat sehingga daerah 

tersebut akan lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada 

BPK untuk diaudit. Semakin cepat daerah menyampaikan laporan keuangannya 

untuk diaudit maka audit delay yang terjadipun akan semakin pendek. Sedangkan 

opini non-WTP misalnya seperti WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dapat 

memperlama audit delay, sebagaimana menurut Payne dan Jensen (2002) 

menjelaskan bahwa qualified opinion (Wajar Dengan Pengecualian) 

mengindikasikan adanya tambahan prosedur yang dibutuhkan selama 

pelaksanaan audit yang akan meningkatkan lamanya audit delay. 

6. Leverage 

Leverage adalah pengukuran kemampuan pemerintah daerah untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya, baik kewajiban jangka pendek maupun 

jangka panjang. Siregar (2015) mengatakan pengukuran tingkat leverage 

biasanya menggunakan debt to total assets ratio. 

Pengukuran tingkat leverage menggunakan debt to tatal assets ratio pertama 

kali digunakan dalam penelitian audit delay oleh Carslaw dan Kaplan (1991). 

Ada dua alasan utama yang dapat mendukung digunakannya pengukuran debt to 

total assets ratio yaitu: 
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1) Debt to total asset ratio mengindikasikan kesehatan dari perusahaan. Debt to 

total asset ratio yang tinggi akan meningkatkan kegagalan perusahaan 

sehingga auditor akan meningkatkan perhatiannya karena ada kemungkinan 

laporan keuangan kurang dapat dipercaya. Auditor beraggapan bahwa 

kesehatan pemerintahan yang rendah akan meningkatkan kemungkinan 

terjadinya kecurangan. Sehingga auditor akan meningkatkan lamanya waktu 

dalam periode audit. 

2) Mengaudit hutang memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan 

mengaudit modal (Carslaw dan Kaplan, 1991). Debt to total asset ratio yang 

tinggi memberikan sinyal bahwa perusahaan sedang dalam kesulitan 

keuangan. Pemerintah akan mengurangi risiko dengan memundurkan 

publikasi laporan keuangannya dan mengulur waktu dalam pekerjaan 

auditnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintahan dalam tingkat risiko 

yang tinggi, dengan demikian auditor akan mengaudit laporan keuangan 

dengan lebih seksama dan membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga 

dapat meningkatkan audit delay. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai audit delay di sektor publik masih sedikit ditemukan 

dibandingkan sektor swasta. Ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu yang 

menjadi pedoman dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 1 

Penelitian Terdahulu 

No. Penulis Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1.  Aris Muladi 

(2014) 

Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Audit Delay 

pada 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

di Indonesia 

Variabel 

dependen: Audit 

delay 

Variabel 

independen: 

1. Penggunaan 

aplikasi 

Sistem 

Informasi 

Keuangan 

Daerah 

2. Ukuran 

pemerintah 

daerah 

3. Pengalaman 

pemerintah 

daerah 

4. Tingkat 

ketergantung 

an daerah 

5. Terpilihnya 

kepala daerah 

6. Jumlah 

temuan audit 

7. Opini audit 

Hasil pengujian statistik 

menyimpulkan bahwa 

penggunaan aplikasi 

Sistem Informasi 

Keuangan Daerah, 

pengalaman pemerintah 

dalam menerapkan 

Standar Akuntansi 

Pemerintah, jumlah 

temuan audit dan jenis 

opini audit berpengaruh 

signifikan terhadap 

lamanya audit delay. 

Penggunaan aplikasi 

Sistem Informasi 

Keuangan Daerah dan 

pengalaman pemerintah 

daerah dalam 

menerapkan Standar 

Akuntansi Pemerintah 

terbukti berpengaruh 

negatif terhadap 

audit delay. Jumlah 

temuan audit dan jenis 

opini audit terbukti 

berpengaruh positif 

terhadap audit delay. 

2. Baldric 

Siregar 

(2015) 

Pengaruh 

Karakteristik 

Pemerintahan 

terhadap Audit 

Delay Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

Variabel 

dependen: Audit 

Delay 

Variabel 

independen:  

1. Ukuran 

Pemerintah 

2. Nilai APBD 

3. Leverage 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

ukuran pemerintah dan 

tingkat leverage 

berpengaruh negatif 

terhadap audit delay 

laporan keuangan. Nilai 

APBD tidak signifikan 

mempengaruhi audit 

delay laporan keuangan. 
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3. Ziza Gita 

Hardini dan 

Sukirman 

(2016) 

Analisis 

Determinan 

Audit Delay 

pada 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

di Indonesia 

Variabel 

dependen: audit 

delay 

Variabel 

independen: 

1. Akuntabilitas 

kinerja 

2. Ukuran 

daerah 

3. Opini audit 

Hasil penelitian  

menunjukkan bahwa 

variabel akuntabilitas 

kinerja, ukuran daerah 

danopini audit secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap audit 

delay pada pemerintah 

kabupaten/kota di 

Indonesia. Namun secara 

parsial menunjukkan 

bahwa variabel 

akuntabilitas kinerja 

tidak berpengaruh 

terhadap audit delay, 

variabel ukuran daerah 

dan opini audit 

berpengaruh signifikan 

negatif terhadap audit 

delay pada pemerintah 

kabupaten/kota di 

Indonesia pada tahun 

2012. 

4. Fabio Akbar 

(2017) 

Analisis 

Pengaruh 

Ukuran 

Pemerintah 

Daerah, Opini 

Audit dan 

Leverage 

Terhadap Audit 

delay. 

Variabel 

dependen: Audit 

delay 

Variabel 

independen: 

1. Ukuran 

pemerintah 

daerah 

2. Opini audit 

3. Leverage 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel ukuran 

pemerintah daerah 

berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap audit delay, 

variabel opini audit 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap audit 

delay, dan variabel 

leverage tidak 

berpengaruh terhadap 

audit delay. 
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C. Kerangka Konseptual 

Penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan 

variabel bebas berupa ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan 

banyaknya aset yang dimiliki, opini audit yang didapat dan tingkat leverage yang 

diukur menggunakan debt to total asset ratio. Hubungan antar variabel akan 

diperlihatkan dalam model penelitian pada gambar 1. 

Gambar 1 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Audit Delay 

 Pemerintahan yang memiliki aset yang lebih besar melaporkan laporan 

keuangannya lebih cepat dibandingkan dengan pemerintahan yang memiliki 

aset yang lebih kecil. Mereka beranggapan bahwa pemerintahan yang 

Ukuran Pemerintah 

Daerah (X1) 

 

Opini Audit (X2) 

 

Leverage (X3) 

 

Audit Delay (Y) 

H1 

H2 

H3 
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memiliki sumber daya atau aset yang besar memiliki lebih banyak sumber 

informasi, lebih banyak staf akuntansi, sistem informasi yang lebih canggih, 

sistem pengendalian internal yang lebih kuat, adanya pengawasan dari 

investor, regulator dan sorotan masyarakat yang memungkinkan 

pemerintahan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya lebih cepat ke 

publik (Siregar, 2015). Hal tersebut di dukung oleh penelitian Courtis di 

New Zealand (1976), Gilling (1977), Davies dan Whitterd di Australia 

(1980), dan lain sebagainya dalam Imam, et al (2001) yang menunjukkan 

bahwa audit delay memiliki hubungan negatif dengan ukuran pemerintahan. 

Artinya bahwa semakin besar aset pemerintahan maka semakin pendek audit 

delay. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap audit 

delay. 

2. Pengaruh Opini Audit Terhadap Audit Delay 

 Opini Audit merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor atas 

hasil audit laporan keuangan tahunan pada akhir periode, pendapat ini dapat 

menjadi sebuah penilaian akan kesuksesan suatu kinerja pemerintah daerah. 

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima pemerintah daerah 

dari auditor menunjukkan bahwa tidak banyak salah saji yang ditemukan 

oleh auditor pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa daerah tersebut telah menyusun laporan keuangannya 
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dengan baik dan sesuai standar. Penyusunan laporan keuangan yang baik 

dapat menjadi cerminan bahwa daerah tersebut telah memiliki tata kelola 

pemerintahan yang baik. Daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan 

yang baik tentunya akan memiliki sistem penyusunan laporan keuangan 

yang baik sehingga waktu yang dibutuhkan dalam menyusun laporan 

keuangan akan lebih singkat. Semakin singkat daerah dalam menyusun 

laporan keuangannya dan semakin cepat laporan keuangan disampaikan 

kepada BPK untuk diperiksa maka akan semakin pendek pula audit delay 

yang terjadi (Hardini, 2016). 

Hal ini didukung oleh penelitian McLelland dan Giroux (2000), Payne 

dan Jensen (2002), dan Muladi (2014) yang menunjukkan bahwa opini non-

WTP seperti Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion) akan 

meningkatkan audit delay. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis 

kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H2 : Opini audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

3. Pengaruh Leverage Terhadap Audit Delay 

 Leverage adalah pengukuran kemampuan pemerintah daerah untuk 

memenuhi kewajiban keuangan, baik kewajiban keuangan jangka pendek 

maupun jangka panjang. Apabila perusahaan memilki rasio leverage yang 

tinggi maka risiko kerugian perusahaan tersebut akan bertambah. Oleh sebab 

itu, untuk memperoleh keyakinan akan laporan keuangan perusahaan maka 
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auditor akan meningkatkan kehati hatiannya sehingga rentang audit delay 

akan lebih panjang (Angruningrum dan Wirakusuma, 2013). 

 Namun jika dilihat dari sudut pandang lain tingkat leverage yang 

tinggi dapat mengurangi lamanya waktu audit delay. Hal ini didukung oleh 

penelitian Siregar (2015) yang membuktikan bahwa leverage mempunyai 

pengaruh negatif terhadap audit delay. Leverage diukur dengan Debt to 

Total Assets Ratio. Semakin tinggi tingkat leverage maka tingkat audit delay 

semakin rendah. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa semakin tinggi 

tingkat leverage maka tingkat utang juga semakin tinggi. Semakin tinggi 

tingkat utang maka semakin banyak kreditor yang mengawasi kinerja 

pemerintahan sehingga pemerintahan akan lebih cepat untuk menyusun 

laporan keuangannya karena pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap 

dana yang diberikan oleh kreditor. Semakin cepat pemerintahan menyusun 

laporan keuangannya maka akan semakin cepat pula BPK dalam 

melaksanakan proses auditnya dan diduga dapat mengurangi audit delay. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

H3 : Leverage berpengaruh negatif terhadap audit delay. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai ukuran 

pemerintah daerah, opini audit dan leverage terhadap audit delay pada 

pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2015-

2017. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai alat 

analisis hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Audit Delay 

Hipotesis pertama tidak terdukung dalam penelitian ini yang mana hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah (X1) tidak 

berpengaruh terhadap audit delay. Hal ini berarti besar atau kecilnya ukuran 

pemerintah daerah bukan menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak 

tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan dan berakibat pada 

bertambahnya tenggang waktu audit delay, karena unsur kepatuhan pada 

peraturan yang berlaku dan pengawasan dari agen (DPRD dan masyarakat) 

mengharuskan pemerintah daerah untuk tepat waktu dalam penyampaian laporan 

keuangan. 

2. Opini Audit Terhadap Audit Delay 

Hipotesis kedua terdukung dalam penelitian ini yang mana hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel opini audit (X2) berpengaruh signifikan negatif 
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terhadap audit delay, artinya pemerintah daerah yang mendapat opini audit yang 

baik (WTP) akan dapat memperpendek tenggang waktu audit delay yang terjadi. 

Hal ini dikarenakan opini WTP dapat menunjukkan bahwa daerah tersebut 

memiliki salah saji materiil yang cenderung kecil dan dapat menjadi gambaran 

bahwa daerah tersebut memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Daerah yang 

memiliki tata kelola pemerintahan yang baik tentunya akan dapat menyusun 

laporan keuangannya dengan lebih cepat sehingga daerah tersebut akan lebih 

cepat dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK untuk diaudit. 

Karena dalam upaya mendapatkan opini audit yang baik (WTP) pemerintah 

daerah berusaha untuk semakin baik dalam melakukan pelaporan keuangan baik 

dari segi waktu pelaporan maupun materi pelaporannya. 

3. Leverage Terhadap Audit Delay 

Hipotesis ketiga tidak terdukung dalam penelitian ini yang mana hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel leverage (X3) tidak berpengaruh 

terhadap audit delay. Tingkat rasio leverage yang diukur menggunakan debt to 

total assets pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumbar terbilang baik 

karna tidak ada yang mendekati 1, nilai maksimumnya 0,05. Hipotesis yang 

diajukan sebelumnya didasarkan pada asumsi semakin tinggi tingkat leverage 

maka tingkat utang juga semakin tinggi yang berarti banyak kreditor yang 

mengawasi kinerja pemerintahan sehingga pemerintahan akan lebih cepat untuk 

menyusun laporan keuangannya karena pemerintahan harus bertanggungjawab 

terhadap dana yang diberikan oleh kreditor. Semakin cepat pemerintahan 
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menyusun laporan keuangannya maka akan semakin cepat pula BPK dalam 

melaksanakan proses auditnya. Tidak berpengaruhnya variabel leverage (X3) 

terhadap audit delay kemungkinan diakibatkan rendahnya tingkat rasio leverage 

pada pemerintahan kabupaten/kota di Sumbar selama tahun 2015-2017. 

B. IMPLIKASI PENELITIAN 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian yang telah dipaparkan 

sebelumnya, memberikan bukti bahwa opini audit yang baik (WTP) mempunyai 

pengaruh yang signifikan dalam mengurangi tenggang waktu audit delay. 

Keberadaan dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah 

daerah bukan hanya pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat tetapi juga di 

seluruh indonesia agar berkurangnya kasus audit delay yang terjadi yang dapat 

merugikan pihak-pihak pengguna laporan keuangan pemerintah yang 

membutuhkan ketepatwaktuan penyampaian pelaporan keuangan oleh 

pemerintah daerah. 

C. KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini telah dirancang dan direncanakan dengan sebaik-baiknya, 

namun peneliti menyadari masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera 

Barat. Hal ini menyebabkan hasil penelitian mungkin akan berbeda jika 

dilakukan diwilayah lain, mengingat perbedaan karakteristik masing-masing 

wilayah di Indonesia. 
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2. Penelitian ini hanya dilakukan selama 3 tahun anggaran yaitu tahun 2015 

sampai dengan 2017. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang ada pada Laporan 

Hasil  Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) yang periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

D. SARAN 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini, 

maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Diharapkan pemerintah daerah lebih memperhatikan faktor-faktor yang 

dapat mengurangi tenggang waktu audit delay agar berkurangnya kasus 

audit delay yang terjadi pada pemerintah daerah. Seperti halnya opini audit 

yang baik (WTP) pada hasil penelitian ini terbukti dapat memperpendek 

tenggang waktu audit delay. Pemerintah daerah yang mendapat opini audit 

WTP diharapkan mempertahankannya dengan sebaik-baiknya dan yang 

mendapatkan opini audit selain WTP diharapkan dapat meningkatkannya. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

1) Diharapkan penelitian selanjutnya lebih dapat memaksimalkan 

penelitian dengan menambah faktor-faktor lain yang diduga dapat 

mempengaruhi audit delay seperti: pengalaman pemerintah daerah, 

tingkat ketergantungan daerah dan akuntabilitas kinerja. 
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2) Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambah sumber data 

yang digunakan maupun jangka waktu penelitian agar mendapatkan 

hasil yang lebih maksimal dan akurat. 
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